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Nama  : Ria Khaerani Jamal 
NIM : 10400116073 
Judul : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran 
Lingkungan Hidup 
   
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana 
lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, pokok masalah tersebut 
selanjutnya di – Breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu 1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat 
pencemaran sampah elektronik?.  Dan 2) Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana 
lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik ?. 
 Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif, penulisan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini  
menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, data dikumpulkan 
dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur 
yang relevansi dengan masalah yang dibahas yaitu penegakan hukum pidana 
lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 
Setelah mengadakan pembahasan penegakan hukum pidana lingkungan 
terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup, pembahasan rumusan unsur-unsur 
pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik pada kebijakan dan peraturan 
perundang-undang di Indonesia. Sampah saat ini sampah elektronik (E-Waste) 
digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), tidak diatur secara spesifik 




pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi 
untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3). 
Indonesia membutuhkan suatu kebijakan mengenai pengelolaan sampah 
elektronik untuk mengindari terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Salah satu 
solusi untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan akibat sampah 
elektronik dapat dilakukan dengan membuat aturan terlebih dahulu, dan melakukan 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 













































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 































 fath}ah  dan 
ya>‟ 
 
ai a dan i  ْـ  ػَـ
 fath}ah dan wau 
 









َــ  ػْــػ  kaifa :  َـ
ػ ْـ ؿَـ   haula : هَـ
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






 ma>ta :  ػَـ تَـ 
 <rama : رَـ َـػ 
َــ   qi>la :  ِـػْــػ
 yamu>tu :  َـػـػُـ ْـتُـ 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 










 fath}ah dan alif atau 
ya>‟ 
 
  َـ ى...|  َـ ا ...
 






a dan garis di atas 
 
kasrah dan ya>‟ 
 
i> i dan garis di atas 
 







[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>‟ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 raud}ah al-at}fa>l : رَـوْـ َـػـ ُـ ااَـ ْـ َـ ؿِـ 
ػػلَــ ػدِـ ْـػنَـػـ ُـ اَـلْـػ ػَـ  ِـ َــ ُ  اَـلْـػ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
ػػـ َــ ػ ػكْـ ُ  اَـلػْـحِـ  : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ـّـ 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
َـ   <rabbana : رَـ ّـػَـػن
َـ  ػَـْــػػن ّــ  <najjaina :  َـػ
ّــ  ػ ُ  اَـلػْـػحَـ  : al-h}aqq 
َــ   nu“ima :  ػُـ ّـػِـػ
 aduwwun„ :  َـػدُـوٌّو 




ـّ )  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــِــ
Contoh: 
ٌّو   (Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly„ :  َـػلِـػ
ُّى   (Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby„ :  َـػَــ ػِـػ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ (alif 
lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
ُــ  ػ ْــ ػ  (al-syamsu (bukan asy-syamsu : اَـللَّش
ُ  اَـلزَّشلػْـػزَـلػَـػـ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ػ َــ ُ  اَـلػْـػ َـػلْـسَـ  : al-falsafah 
َـدُـ   al-bila>du : اَـلػْـػـػػِـػ
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 





 ta‟muru>na :  ػَـ ْـ ُـػُــوْـفَـ 
 „al-nau : اَـلػػنَّشػ ْـعُـ 
ءٌء  ْــ ػ  syai‟un :  َـ
ػْــتُـ   umirtu :  ُـ ِـ
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur‟a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (اهلل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
   billa>h  ِـ هللِـ   di>nulla>h دِـ ػْـ ُـ اهللِـ 




jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ِــ اهللِـ  َــ ْـ رَـ ػػْـػ ْــ  ِـ ػ  hum fi> rah}matilla>h    هُـ
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 




(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la>  
saw. = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 
a.s. = „alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 






A. Latar Belakang 
Istilah “Pencemaran Lingkungan” tentu tidak asing lagi didengar oleh 
masyarakat modern sekarang ini, terutama di negara-negara yang sedang 
berkembang, telah banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 
menjadi masalah yang bersifat global.  Pada umumya, penyebab timbulnya 
pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas masyarakat, walaupun pencemaran 
lingkungan bisa saja terjadi akibat adanya peristiwa alam atau terjadi secara alamiah, 
namun kerusakan itu bisa secara cepat terjadi apabila ada campur tangan dari 
aktivitas manusia yang tidak menjaga lingkungan hidupnya.  
Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu 
atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir 
semua negara termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran 
dan dampak yang ditimbulkan disuatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh 
negara di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi, akan tetapi juga akan 
dirasakan oleh negara lain.
1
 Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk 
menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai 
                                               





lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan 
adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi 
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin 




Untuk mengetahui suatu lingkungan terkena pencemaran atau kerusakan, 
diperlukan adanya pendekatan ilmiah, yaitu dengan cara melakukan penelitian 
lingkungan dengan prosedur atau langkang-langkah yang tepat. Dalam kehidupan 
sehari-hari begitu banyak peristiwa yang dianggap sebagai pencemaran lingkungan, 
misalnya pengairan yang tiba-tiba airnya berubah warna, sungai yang memeliki 
warna kecoklatan, atau air sumur yang memiliki bau yang berbeda. Sebenarnya hal-
hal tersebut bukanlah pencemaran lingkungan, kita masyarakat sering mengganggap 
pencemaran secara subjektif tanpa melihat kriteria-kriteria atau unsur-unsur dari 
pencemaran lingkungan. 
Secara subtantif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan 
berkembang sejak berabad-abad yang lampau. Substansi hukum ini banyak 
dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok 
warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, ajaran nilai-nilai agama serta 
                                               
2 H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum  dan Yurisprudensi (Cet. I; Depok: 




kepercayaan yang dianutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum 
tersebut, bahkan menjadi penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.
3
 
Melindungi lingkungan hidup juga di dasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. 
Sehingga ummat muslim dapat menata kehidupanya, baik lingkungan hidupnya. 
Allah SWT berfirman alam QS Al-A‟raf/7: 56 berbunyi : 
الواْف ُت ْف ِس ِس يَوال يَو ال ِس ِسال َو ِس يٌب الْف َو َوال َّن الألَو واْف ُت وُتال َو ْف ًف ال َو َو َو ًف ال ِس َّن ال ِس ْف الِس َو ال َو  ِس ُت وال ِس الواألْف ِسال َو ْف َو
   َو ال ُت ْف
Terjemahannya: 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A‟raf/7:56)."
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Ayat Allah swt diatas, mengandung makna larangan berbuat kerusakan di 
permukaan bumi, larangan tersebut mencakup semua bidang, yaitu merusak jasmani 
dan rohani, merusak pergaulan, merusak penghidupan dan sumber-sumber 
penghidupan. Allah swt menciptakan bumi dan isinya dengan sangat baik, sehingga 
harus dimanfaatkan serta diolah dengan sebaik – baiknya jangan sampai di rusak atau 
tercemar. Diperlukan kesadaran pada diri ummat muslim betapa pentingnya menjaga 
dan merawat lingkungan hidup, agar lingkungan terasa nyaman dan kondusif bagi 
semua manusia yang hidup di bumi ini. 
                                               
3 A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 
2018), h. 77. 
4 Endang Hendra dkk, Al-Qur‟anul karim Special For Muslim (Bandung: Cordoba 




Lahirnya kesedaran terhadap lingkungan tidak terlepas dari adanya peranan 
dunia secara global. Pada tahun 1972 diadakan sebuah konferesni PBB yaitu    
Deklarasi Stockholm mengenai lingkungan hidup, konforensi ini merupakan cikal-
bakal perkembangnya pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pengembangan 
hukum. Menurut Gatot P. Soemartono, dengan adanya Stockholm Declaration ini, 
telah memberikan pengarahan yang cukup jelas terhadap penanganan masalah 
lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturannya melalui perundang-
undangan.
5
 Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat prinsip-
prinsp yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional 




Apabila di cermati, begitu banyak peraturan yang mengatur atau membahas 
menganai persolaan lingkungan yang diterapkan di Indonesia. Menurut 
Abdurrahman, sebernarnya di Indonesia soal adanya peraturan yang mengaur tentang 
masalah lingkungan hidup ini bukanlah suatu hal yang baru karena cukup banyak 
peraturan hukum yang berlaku yang dapat dikelompokkan ke dalam apa yang 
dinamakan hukum lingkungan yang tersebar dalam berbagai peraturan, sebagian dari 
                                               
5 R.M. Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinara 
Grafika, 1991), h.23. 









Pada dasarnya peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, 
diklasifikasi dalam dua kelompok, pertama, peraturan perundan-undangan sektoral 
tertentu yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Seperti sektor 
kehutanan, pertambangan, pengairan dan lainnya. Kedua,  peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
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Peraturan yang mengatur secara khusus pengelolaan dan perlingungan lingkungan 
yaitu UUPPLH No 32 Tahun 2009. 
 Begitu banyak aspek yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan, misalnya 
yaitu hukum pidana. Seperti kita ketahui hukum pidana ialah sekumpulan peraturan 
yang mengatur dua jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan. Istilah dari 
hukum pidana lingkungan sampai saat ini belum ada yang memberikan pengertian 
secara formal. Para ahli hukum belum membuat kesepakan mengenai apa itu hukum 
pidana lingkungan, para ahli memiliki gaya dan perspektif tersendiri dalam 
memberikan penjelasan terkait hukum pidana lingkungan. Perbedaan tersebut yaitu, 
                                               
7 Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (Cet. II; Bandung: Alumni, 1986), 
h. 32. 
8 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif  Global  dan Nasional (Cet. III; Jakarta: 




Beberapa ahli menggunakan istilah “hukum pidana lingkungan” dan para ahli hukum 
lainnya menggunakan istilah “Hukum lingkungan kepidanaan”. 
Istilah hukum lingkungan kepidanaan digunakan oleh Muhammad Akib 
dalam penulisan bukunya. Beliau menjelaskan bahwa hukum lingkungaan memuat 
aspek-aspek pidana (strafrechtelijk milierecht), bukan berbicara dalam konteks ilmu 
hukum pidana pada umumnya. hal ini  mengingat hukum lingkungan sudah 
meruapakan cabang ilmu hukum yang baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak 
segi, salah satunya ialah segi kepidanaan.
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Dalam UUPPLH-2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 
120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dibagi dalam 
delik formal dan delik material. Rumusan delik formal terdapat dalam pasal 100-111, 
113-115.
10
 Regulasi  yang mengatur persoalaan pengelolaan lingkungan hidup ini 
sudah beberapa kali diperbaharui hal ini disebabkan zaman mulai berkembang, yang 
mana penyebab timbulnya pencemaran lingkungan tidak hanya karena peristiwa 
alami alam atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh masyarakat 
tetapi bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang lainnya. 
Seiring perkembangan teknologi begitu banyak permasalahan yang timbul 
teramasuk dalam hal pencemaran lingkungan. Salah satu Penyebab terjadinya 
                                               
9 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perpektif  Global dan Nasional, h. 168. 




Pencemaran lingkungan karena adanya sampah elektronik (E-Waste). Banyak 
masyarakat yang menganggap enteng persoalan sampah elektronik, ketika 
masyarakat tidak lagi menggunakan barang-barang elektronik karena telah usang, 
mereka langsung saja membuang, tanpah berfikir panjang bahwa tindakannya akan 
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. 
Data yang bersumber dari The Global E-Waste Monitor, Indonesia pada 
tahun 2016 menduduki peringkat ke-sembilan negara yang memiliki sampah 
elektonik (E-Waste) setelah Prancis. Ini membuktikan bahwa Indonesia saat ini 
sudah tahap darurat mengenai persolaan sampah eloktnoik.  
Sebagian besar sampah elektronik dikategorikan sebagai limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3) karena mengandung bagian yang berbuat dari 
komponen berbahaya (seperti timbal, merkuri, kadmium dan lainnya). B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 
jumlahnya,baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup 
manusia, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Namun, 
sampah elektronik juga mengandung berbagai subtansi berbahaya seperti logam  
mulia dan logam tanah langkah (rare earth elements) sehingga banyak dilakukan 




kompen berharga sering tidak memperhatikan tata kelola lingkungan sehingga terjadi 
pencemaran yang tidak terkendali.
11
  
Pengelolaan limbah B3 membutuhkan peralatan yang canggih sehingga 
mengeluarkan dana yang cukup bersar. Di indonesia, setiap industri yang 
menghasilkan limbah B3 tidak perlu membangun unit pengolahan limbah karena 
tidak efsien dan ekonomis. Akan tetapi, limbah B3 harus dikumpulkan dan disimpan 
dengan baik sehingga aman bagi lingkungan hidup. Setelah jumlahnya cukup, limbah 
ini dikirim ke perusahaan yang khusus mengelolah limbah B3, antara lain terdapat di 
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
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Sampah elektronik dapat digolangkan dalam B3, dalam pasal 100-115 
mengatur mengenai kualifikasi dan unsur-unsur delik lingkungan, yang salah satu 
ayatnya berisi perbuatan pidana yang dapat diancam pidana yaitu melakukan 
pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam Pasal 102.  Jadi apabila seorang atau 
korporasi melakukan pengelolaan sampah eloktnik tanpa izin dan membuat 
kerusakan lingkungan dapat diberi ancaman pidana dan denda. 
Salah satu contoh kasus terkait pencemaran lingkungan akibat sampah 
elektronik yaitu kasus yang terjadi di Manjul Jakarta Timur, yang mana pada 
                                               
11 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elotronik dalam Lingkungan Global dan 
Lokal,”  Jurnal Teknologi Lingkungan, vol. 14 no. 1 (2013), h.17-18. 
http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/1437 (Diakses 16 September 2019). 




beberapa air sumur penduduk yang berada disana terdeteksi tercamar limbah 
elektronik  yang mengandung kadmium, seng dan timbel akibat adanya pengolalaan 
sampah elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur. Dampak dari pencemaran 
tersebut mengakibatkan timbulnya penyakit pernapasan dan gatal-gatal pada badan 
masyarakat disana. Dari kasus diatas tentu dibutuhkan penanganan langsung oleh 
pihak-pihak yang berkewajiban.  
Dibutuhkan penegekan hukum pidana lingkungan untuk menindaklanjuti 
kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau pengerusakkan 
lingkungan khususnya akibat dari sampah elektronik, karena tanpa kita sadari 
sampah elektronik begitu membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. 
Berdasarakan Latar Belakang yang penulis telah paparkan maka dengan hal ini akan 
melakukan penelitian  dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 
Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat 
ditarik pokok permasalahan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap 
pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Dari hal tersebut lahirlah 
beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain :  





2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku 
pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik ? 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Agar dalam penulisan ini tidak terjadi ketidakpahaman ataupun 
kesalahpahaman, maka akan dijelaskan dan didiskripsikan beberapa pengertian, atau 
menjelaskan cakupan dan batasan dalam penelitian ini : 
1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan 
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 




2. Tindak Pidana Lingkungan adalah perbuatan yang mengakibatkan lingkungan 
rusak dan tercemar yang menimbulkan orang lain mati atau cidera.
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3. Pencemaran Lingkungan  hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, enegeri, dan/atau komponen  lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
                                               
13 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum (Cet. 13; Depok: 
Rajagrafindo Persada, 2014), h. 5. 
14 Sodikin, Penegakan Hukum LingkunganTinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 








4. Sampah Elektronik adalah peralatan elektronik atau listrik yang sudag tidak 
terpakai. Peralatan elektronik bekas yang dimaksudkan untuk digunakan 
ulang, dijual kembali, upcycling, didaur ulang, atau dibuang.
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Berdasarkan diskripsi diatas maka pokok pembahasan dari penelitian ini ialah 
penegakan hukun tindak pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan hidup 
akibat adanya sampah elektronik. 
D. Kajian Pustaka 
Pokok penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini mengenai penegakan 
hukum pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. 
Oleh karena itu, penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu dan  
sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Muhammad Akib, dalam buku Hukum Lingkungan Perspektif Global dan 
Nasional. Buku ini secara garis besar membahas mengenai konsep 
lingkungan dan permasalahannya, hukum lingkungan kepidanaan serta 
penegakan hukum lingkungan dalam lingkup pidana. 
                                               
15 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab I, pasal 1, ayat 14. 
16 Limbah Elektronik, Wikipedia the Free Encyclopedia. 




2. Siswanto Sunarso, dalam buku Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan 
Strategi Penyelesaian Sengketa. Buku ini memiliki pokok-pokok pembahasan 
mengenai kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup baik dalam lingkup pengadilan maupun di luar pengadilan, 
serta membahas strategi penegakan hukum lingkungan hidup khusunya 
bidang pidana. 
3. Ruslan Renggong, dalam buku Hukum Pidana Lingkungan. Buku ini 
membahas tentang permasalahan lingkungan hidup, pengertian hukum 
pidana. Selain itu, diuraikan juga pokok-pokok pengaturan lingkungan hidup, 
membahas pertanggungjwaban pidana korporasi, serta perumusan tindak 
pidana lingkungan disetiap peraturan yang terkait, misalnya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan 
Hidup. 
4. Sri Wahyono, dalam jurnalnya Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik 
dalam Lingkup Global dan Nasional. Didalam jurnal ini membahas mengenai 
penyebab timbulnya sampah elektronik, karakteristik sampah elektronik, 
kandungan zat berbahaya dalam sampah elektronik, kasus-kasus tentang 





E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam kegiatan penelitian memerlukan adanya jenis peneltian, adapun jenis 
penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Jenis penelitan ini ialah 
berdasarkan dari literatur pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana 
lingkungan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan yaitu, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dimana peraturan tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana penegakan 
hukum pidana lingkungan  terkait pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. 
Pendekatan perundang-undangan ini dalam peneltian hukum postf memiliki manfaat 
baik secara praktif maupun akademis.
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3. Sumber Data 
a. Bahan Hukum Primer 
Data ini didapatkan langsung dari sumber pertama
18
 berupa peraturan 
perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 18 
                                               
17Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. IX; Depok: Raja 
Grafindo, 2016),  h. 164. 




Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 
Tahun 2004 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Penelitian ini bersumber dari literatur pustaka yaitu buku-buku, hasil 
penelitian berbentuk laporan mengenai hukum yang memberikan diskripsi 
dalam proses kegiatan, tentunya berkaitan dengan penegakan hukum pidana 
lingkungan. 
c. Bahan Hukum  Tersier 
Untuk membantu dalam penelitian diperlukan referensi yang berasal dari 
bahan tersier yang akan menduduk bahan primer dan sekunder, misalnya 
kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensklopedia, majalah-majalah, 
artikel-artikel yang bersumber dari Internet. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi 
kepustakaan dengan melalui proses identifikasi peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan dengan penegakan hukum pidana lingkungan. Studi kepustakaan 
menggunakan metode menelaah, membaca, mencatat dan membuat ulasan bahan 






5. Teknik Pengolahan 
Setelah bahan atau data hukum terkumpul dalam penelitian ini, maka akan 
dianalisis atau dikelolah dengan cara deskriptif kualitatif atau pengolahan data yang 
digunakan dalam hukum positif dengan mendeskripsikan bahan bacaan kemudian 
memberikan tanggapan pribadi peneliti atau kesimpulan. 
F. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penulisan 
Selama penulisan skripsi ini tentu memiliki tujuan yang akan dicapai oleh 
peneliti terhadap masalah yang akan dikaji. Adapun tujuan tersebut ialah 
a. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran 
sampah elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
b. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap 
pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. 
2. Kegunaan Penulisan 
Dalam penelitian ini tentu memiliki kegunaan ataupun manfaat yang 






a. Kegunaan Teoritis 
1) Memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan sehingga dapat 
digunakan oleh yang membutuhkan dan memberikan manfaat dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan tentang penegakan hukum 
pidana lingkungan terkait pencemaran lingkungan akibat sampah 
elektronik. 
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pencari ilmu pengatahuan 
hukum khususnya bagaimana pertanggungjawaban pidana akibat 
adanya pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik 
3) Memberikan kritikan yang membangun terhadap penegakan hukum 
pidana lingkungan akibat sampah elektronik dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 
Lingkungan. 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapakan dalam penelitian ini memberikan manfaat untuk kepentingan 
penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana lingkungan, sehingga 
para penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran lingkungan 





TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA LINGKUNGAN 
A. Pengertian Hukum Pidana Lingkungan 
Lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan 
limbah hasil aktivitas manusia. Lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam 
keadaannya dan menetralkan diri kembali ke keadaan awal jika limbah masih berada 
dalam batas daya dukung lingkungan.
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Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah 
laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap 
lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu 
sanksi oleh pihak yang berwenang. 
2
 
Pengertian diatas mengacuh kepada pandangan dogmatis hukum yakni 
berdasarkan asas legalitas. Disini fungsi pembinaan hukum yang mengarah kepada 
pemberdayaan partisipasi masyarakat kelihatan terabaikan. Pandangan Gatot P. 
Soemartono ini jelas sangat sempit apabila dibandingan dengan pandangan Siti 
Sundari Rangkuti yang lebih fleksibel dalam mengatasi semua bentuk ancaman dan 
                                               
1 Oksfriani Jufri S dana Yennu Risjani, Indikator Pencemaran Lingkungan (Yogyakarta, 
Deepublish, 2019), h. 1 





gangguan terhadap kelestarian hutan. 
3
 Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan 




Hukum Lingkungan dalam pandangan Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh 
Syamsuharya dalam bukunya yaitu : 
“Sebagai hasil mutakhir perdaban hukum bangsa-bangsa yang disebut 
modern. Kemunculan tampak berciri revolusioner,yaitu dalam kualitasnya 
untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi 
manusia sejak munculnya revolusi teknologi. Sejak munculnya hukum 
lingkungan dan kesadaran lingkungan, lalu mulai menghadapi hambatan-
hambatan. Arastesi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh 





Menurut Andi Hamzah hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang 
pertama adalah kententuan tentang kaidah tingkah laku masyarakat, semuanya 
bertujuan supaya anggota masyarakat dimbau  bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi 
hukum lingkungan yang bertujuan memecahkan masalah lingkungan.yang kedua, 
                                               
3 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 148 
4 Muhammad Natsir, Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh 
(Yogyakarta: Deepublish,, 2018), h. 2 
5 Syamsuharya Bethan, PenerapanPrinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 




adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan 
pemerintah dalam mengelola lingkungan. 
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Istilah Hukum pidana lingkungan pertama kali disebutkan dalam seminar 
hukum lingkungan dimana dosen Universitas Indonesia Leobby Luqman menyebut 
tentang hukum pidana lingkungan. Namun seorang pakar hukum Hardjaseomantri 
menegur, bahwa tidak ada istilah  hukum pidana lingkungan yang  ada hanya segi-
segi kepidanaan lingkungan, segi-segi keperdataan lingkungan dan segi-segi 
administrasi lingkungan. Walaupun sesaat setelah seminar itu selesai munculnya 
karangan mengenai hukum lingkungan yaitu karangan Th. G. Drupsteen yang 
didalamnya telah memakai istilah hukum pidana lingkungan,  dan sebenarnya jauh 
sebelum itu pada tahun 1985 terdapat buku yang berjudul ketergantungan Hukum 




Berdasarkan perumusan tindakan pidana lingkungan pada pasal-pasal 




                                               
6 Andi Hamzah,Penegakan Hukum Lingkungan (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.8. 
7 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 
108. 
8 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru  Pasca Reformasi (Cet. II; 




a. Ada dua jenis delik lingkungan yang bisa dipidana dalam undang-undang, 
ialah delik berupa perusakan lingkungan hidup (environmental damage) atau 
pencemaran lingkungan (environmental pollution), baik dilakukan dengan 
kelalaian maupun berupa cara sengaja pencemar sendiri 
b. Dua macam delik tersebut adalah kejahatan (kejahatan perusakan lingkungan 
atau kejahatan pencemaran lingkungan) yang diperbuat dengan adanya unsur 
kesengajaan dan/atau kelalaian (kealpaan) dari pelaku pencemar dengan 
sanksi ancaman pidana penjara dan/atau denda: 
c. Perbuata pelaku menyebabkan terjadinya korban jiwa, materiil atau 
immateriil berupa kematian, luka berat dan kerugian yang dialami bagi orang 
lain karena membuang semua limbah atau sampah beracun, menghilangkan, 
informasi palsu, menyembunyikan atau merusak informasi yang sangat 
penting. 
B. Asas-Asas Tindak Pidana Lingkungan 
Terdapat asas-asas umum dalam tindak pidana lingkungan yaitu 
9
 : 
a. Asas Legalitas yang memiliki makna dalam rumusan peraturan hukum pidana 
harus terkandung adanya kejelasan yang bersangkutan dengan apa yang 
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dikatakan sebagai peraturan-peraturan pidana dibidang lingkungan hidup, 
tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar 
terdapat kepastian hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber 
kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. 
b. Asas pembangunan yang berkesinambungan (The Principle of Sustainable 
Development) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan 
sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati 
lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan 
pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan terhadap hukum, yang 
penting dalam hal ini adalah meletakkan dasar bagi berkembangnya penataan 
yang mempunyai kredabilitas. 
c. Asas pencegahan (The precautionary principle) asas ini menengaskan bahwa 
penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPLH 
diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus 
dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari teringan, sedang dan yang 
terakhir yang terberat. 
d. Asas pengendalian (Principle of restraint) yang merupakan salah satu syarat 
kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana harusnya baru 
digunakan terhadap tindak pidana lingkungan jika terdapat ketidakefektifan 




sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana, hal  ini dikenal 
asas subsidaritas atau ultima ratio principle atau asas ultimum remedium atau 
last resort atau merupakan upaya terakhir kali. 
C. Tindak Pidana Lingkungan dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Delik lingkungan tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-
undangan saja, namun diatur diberbagai aturan yaitu : 
a. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,  diatur dalam Pasal 99-
115. 
b. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan sampah, diatur dalam Pasal 40-41. 
c. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diatur dalam Pasal 82-106/ 
d. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, diatur dalam Pasal  133-146 
e. Tindak  Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 




D. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 
Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini 
pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak. 
10
Penegakan hukum  
menurut Deni Bram adalah sentral dari seluruh aktivitas kehidupadan hukum yang 
dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan 
evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah interaksi antara berbagai 
perilaku masyarakat yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam 
bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum 
tidak hanya dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat 
kelompok kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai ruang yang 
lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan 
melibatkan dimensi perilaku manusia.
11
 Hukum lingkungan dalam proses 
penegakannya, berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup komplek, dengan tujuan 
untuk mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang bisa dinikamati oleh 
seluruh manusia atau tidak menggangu lingkungan itu sendiri.
12
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Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian perbuatan 
dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam  keadaan lestari  dan  
asri yang memberi manfaat baik bagi generasi masa kini dan juga bagi generasi masa 




Penegakan hukum pidana lingkungan bisa saja dipengaruhi dari berbagai 
faktor atau penyebab yang saling berkaitan, terutama dari segi peraturan dan 
pelaksanaan peraturannya, kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaan 
hukum masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana 
lingkungan memeliki sifat represif yaitu memidana semua perbuatan yang melanggar 
hukum, sebab unsur kesengajaan dan kelalaian mengakibatkan luka bakar, kerugian 
materil bahkan kematian bagi korban. Dapat diketahui bahwa hukum pidana 
lingkungan merupakan ultimum remedium yaitu upaya hukum terakhir yang dapat 
diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan dengan efektivitas tergantung oleh 
kemampuan aparatur penegak hukum dalam misi untuk menciptakan lingkungan 
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2. Strategi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 
Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
memerlukan kerja sama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara 
bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong 
pembinaan dan pengembangan lingkungan di negara kita.
15
 
Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di perlukan beberapa strategi 
sehingga efektif yaitu meliputi
16
 : 
a. General Prevention 
Masalah perlindungan lingkungan hidup diperlukan pengaturan hukum yang 
berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan pencemaran lingkungan hidup 
memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini 
sangat diperlukan sehingga dapat diketahui sebarapa jauh maksimal kebutuhan 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kepentingan manusia 
dan pembangunan. Sebab, kalau kita awasi pengadaannya akan memberikan dampak 
terhadap penyalahgunaan ketentuan peraturan perundangan yang melebihi 
kebutuhan. Oleh sebab itu, program demand reduction and supply reduction 
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diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasionaldan 
komprehensif. 
b. Criminal Policy 
Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: melalui 
sarana penaal (pidana) atau penegakan hukum pidana, dengan sarana nonpenaal: 
antara lain melalui kegiatan penyuluhan dan observasi hukum kepada masyarakat. 
Program ini, menjadi tanggungjawab aparatur penegak hukum dengan menegakkan 
hukum sebagai upaya punishment, namun juga diperlukan sarana reward untuk 
membangkitkan semangat masyarakat untuk menunjang penegakan hukum. 
c. Dispute Resolution Commission 
Penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya harus diselesaikan dengan 
instrumen hukum pidana, sebab penerapan sanksi pidana adalah ultimum remedium. 
Hal ini, menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan tindakan akhir, sebelum 
upaya-upaya lain dengan menggunakan instrumen lain sudah efektif lagi. 
d. Society Institutionalization 
Pelembangaan masyarakat (society Institutionalization) sangat penting untuk 
ditumbuhkembangkan dengan menentukan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat. 
Kelembangaan masyarakat ini, dimulai dari lingkungan kehidupan sosial masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat. Bentuk-bentuk kelembagaan tersebut memilki untuk 




perusakan linkungan hidup, sehingga secara substansial amat mendukung penegakan 
hukum. 
e. Network Line 
Upaya pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup amat 
dibutuhkan sifat kepercayaan (sikap personal) penegak hukum  yang berasal pada 
etika moral penegak hukum, akan dapat membangkitkan semangat penegak hukum, 
akan dapat membangkitkan motivas masyarakat untuk turun serta. Komunikasi sosial 
yang terjalin antara masyarakat dan penegak hukum, maka akan membentuk 
hubungan kerja (network line), sebagai salah satu bentuk jaringan informasi yang 
penting baik untuk kepentingan efektivitas pengawasan sosial, maupun untuk 
penegakan hukum, yang pada akhirnya tercipta sebuah institusi pengendalian sosial 
masyarakat. 
Menurut Siti Sundar R. yang dikutip oleh Teguh Sulistia dan Aria Z. Terdapat 
upaya dalam penegakan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan dapat dilakukan dalam dua bentuk sebagai berikut
17
 :  
Pertama, penegakan hukum lingkungan preventif. Penegakan hukum ini 
berarti kontrol aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada aturan lingkungan hidup 
tanpa kejadian langsung menyangkut pada peristiwa konkret yang menimbulkan 
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sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar. Instrumen 
dalam pengawasan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan  melalui 
pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin pabrik dan sebagainya. Pihak 
penegak hukum lingkungan yang utama adalah aparatur pemerintah yang bertugas 
dalam memberi perizinan dan mampu menangani terjadinya pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan 
Kedua,penegakan hukum lingkungan represif. Penegakan hukum ini 
dilakukan dalam hal setiap tindakan yang disangkah telah melanggar peraturan dan 
bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. 
Penanganan secara sanksi pidana umumnya selalu mennyusul pada bentuk 
pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat memulihkan kembali akibat 
pelanggaran tersebut. Pihak penegak hukum lingkungan yang utama adalah 
kepolisian, hakim, kejaksaan dan penasihat hukum. Untuk menghindarkan 
penindakan sanksi pidana secara berulang-ulang, maka para pelaku pencemaran 
lingkungan sendiri yang seharusnya menghentikan keadaan itu. Kesadaran hukum 
dari pencemar sebenarnya yang dituntut untuk tercipta lingkungan hidup yang sehat, 
asri, dan nyaman bagi semua masyarakat.. 
Tidak hanya para penegak hukum atau pemerintah yang bertindak masyarakat 
diharapkan senantiasa berperan serta secara aktif di dalam penegakan hukum pidana 








a. Telah tumbuh kesadaran hidup masyarakat akan pentingnya menjaga 
keselamatan lingkungan. Upaya menumbuhkan kesadaran ini dapat dilakukan 
dengan mengaktifkan edukasi antara lain melalui penyuluhan secara berkala, 
serta dengan penidakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Cara ini 
memerlukan kemampuan politik dari aparat pemerintah dan ditegakkan 
dengan penuh rasa tanggungjawab untuk keperluan generasi sekarang dan 
yang akan datang. 
b. Ada jaminan bahwa perbuatan yang mereka lakukan dalam rangka 
penyelamatan lingkungan alam itu tidak mengganggu keselamatan diri dan 
keluarganya. Masyarakat seharusnya tidak ragu-ragu dan tetap bergairah 
untuk melaporkan setiap kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan 
lingkungan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memberi berupa 
insentif lainnya  atau jamininan terhadap setiap pelapor serta diikuti sikap 
tanngap dan sifat tegas dari aparat penegak hukum. 
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3. Kendala Penegakan Hukum Pidana Lingkungan 
Setiap proses penegakan hukum tidak terlepas dari kendala yang dihadapi 




a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada 
undang-undang saja. 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
Menurut Daud Silalahi terdapat masalah hukum yang sangat pokok yang 
menyangkut masalah ius Standi atau biasa disebut legal standing, masalah 
pembuktian, pemulihan lingkungan, asas ganti rugi, pidana lingkungan, kesaksian, 
ahli, peranan lab dan metode analisis zat pencemar untuk menentukan terjadinya 
pencemaran dalam arti hukum, masalah-masalah tersebut menurut beliau tidak  
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hanya menjadi pokok perdebatan ahli hukum lingkungan, namun juuga telah 
mempengaruhi secara mendasar konsep hukum itu.
20
 : 
Terdapat hambatan yang dialami oleh aparatur penegak hukum menurut 
Polda Sumatra Utara dalam melaksankan hukum lingkungan hidup, yaitu kurangnya 
peralatan atau saran yang mendukung proses pembuktian dalam penyeledikikan 
kasus pencemaran lingkungan, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum 
lingkungan,  susahnya  pengambilan sampel atau contoh pencemaran limbah untuk 
dijadikan barang bukti, dari hambatan-hambatan tersebut dalam tindak pidana 
pencemaran ini yang sangat mempengaruhi  yaitu kurangnya sarana/alat 
laboratorium yang dimiliki oleh penyidik untuk memeriksa sampel pencemaran. 
sehingga pemeriksaan dalam menyelidikan yang dilakukan sering kali diragukan atau 
dibantah oleh si pelaku  pidana pencemaran lingkungan.
21
 
E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum Lingkungan 
Hukum islam memilki rumusam-rumusan yang mengatur tingkah laku 
manusia dan interaksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-quran maupun 
hadis serta penetapan hukum lainnya. oleh karena itu,  pemerhati lingkugan Qadir 
Gassing mengembangkan fiqih Lingkungan untuk mencari solusi permasalahan 
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lingkungan. Menurut Qadir Gassing, Fikih ligkungan harus dikembangkan olrh tiga 
hal. Yaitu, pertama krisis lingkungan dalam tiga dasawarsa terakhir, dan terus 
mengalami peningkatan. Jika krisis tersebut tidak ada upaya pengendaliannya, dapat 
diduga kehidupan di bumi ini akan mengalami kerusakan dan kehancuran, karena 
sumber daya yang tersedia tidak mampu lagi mendukung keberlangsungan 
kehidupan. Kedua, upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan selama ini 
seperti pembentukan institusi-institusi yang khusus menangani masalah lingkungan 
serta regulasi melalui produk perundang-undangan tentang lingkungan hidup 
ternyata tidak mampu menahan laju degradasi lingkungan. Ketiga, banyak ayat 
danhadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi belum dihimpun dan 
diorganisir untuk menghasilkan aturan-aturan moral, etika dan hukum yang bersifat 
syari untuk dijadikan sebagai acuan bagi umat Islam dan penduduk dunia lainnya 
dalam berprilaku terhadap lingkungannya.
22
 
Di dalam Al- Quran, Allah SWT mengambarkan betapa hebatnya kerusakan-
kerusakan dan kehancuran baik di darat maupun di laut sebagai akibat dari perbuatan 
dan ulah tangan manusia.  Dalam  QS Al- Rum/30: 41 Berbunyi : 
هََر اْلفََساُد  فِي  اْلبَرِّ  َواْلبَْحِر  بَِما  َكَسبَْت  أَْيِدي  النَّاِس  لِيُِذيقَهُْم  بَْعَض  الَِّذي  َعِملُىا  لََعلَّهُْم   
يَْرِجُعىَن  
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 




Dalam bahasa ekologis, ayat tersebut dapat diartikan bahwa krisis lingkungan 
hidup akan terjadi bila manusia sudah tidak memperhatikan kelestarian ekologi 
secara keseluruhan ketika mengeksploitasi alam. Munculnya kerusakan fisik 
lingkungan hidup ini, pada hakekatnya juga diakibatkan adanya krisis mental 
manusia. Untuk menghindari bencana yang bakal terjadi, sebenarnya manusia  
dianjurkan kembali kepada metode al-Quran dan sekaligus mengadakan penelitian 
terhadap ekosistem lingkungan hidupnya, sambil membandingkan dengan peristiwa 
kehancuran lingkungan hidup yang pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu. 
24
 
Dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan mansia 
dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama 
manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan 
dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang 
teratur, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia 
dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan yang baik, 
                                               
23 Endang Hendra dkk, Al-Qur‟anul karim Special For Muslim (Bandung: Cordoba 
Internasional Indonesia, 2012), h. 408. 
24 Achmad Cholil Zuhdi, “Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran”, Mutawatir 




terjaminnya perkembangan dan gerak sosial secara stabil dan teratur. Tidak terjadi 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya 
keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini. 
Di antara prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam enegakkan 
hukum lingkungan, sebagai berikut : 
25
 
1. Prinsip Persamaan  
Hukum Islam mempersamakan derajat dan kedudukan manusia di 
hadapan hukum, yakni semua manusia diperlakukan secara sama di muka 
hukum (equality before the lawi), tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada 
pilih kasih dalam ketetapan hukum. Setiap individu dalam masyarakat di 
hadapan hukum dipandang beridir sama tinggi, duduk sama rendah dan yang 
membedakan nilai dan derajat di hadapan hukum adalah takwa dan amal 
nyata (al-Ahqaaf ayat 19).  
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan penegakan hukuserta 
pelaksanaan prinsip  equality before the law  di atas, Nabi Muhamma SAW 
mengingatkan kepada para pengikutnya dengan mengatakan bahwa orang-
orang yang sebelum kamu hancur binasa, oleh karena apabila golongan 
elitenya mencuri mereka membiarkan saja pencurian tersebut, tetapi apabila 
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rakyat biasa yang mencuri mereka tegakkan hukum itu atas orang-orang 
tersebut dengan sungguh- sungguh. Demi Allah; Andaikata Fatimah binti 
Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya juga (HR. Abu Daud 
dan Nasa‟i) 
Dari teks hadis tersebut di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu 
(1) Bahwa pelaksanaan hukum harus dipersamakan pada setiap orang, atau 
dengan kata lain bahwa persamaan di hadapan hukum adalah hak setiap 
orang, (2) Melaksanakan persamaan di dalam hukum adalah kewajiban 
penguasa. Dalam hubungan ini satu hal yang perlu dijaga yakni para penegak 
hukum dalam melaksanakan  asas persamaan hukum itu harus menghindari 
perbuatan zalim (aniaya) dan wajib menegakkan keadilan serta menempatkan 
manusia pada martabatnya (al- Maa‟idah ayat 8) 
Manusia sebagai pribadi wajib diperlakukan sesuai dengan martabatnya 
sebagai manusia yang mempunyai kemuliaan. Oleh karena itu, penguasa 
tidak boleh memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Penguasa wajib 
memberikan perlakuan hukum yang sama secara adil kepada warga negara.  
2. Prinsip Keseimbangan  
Menurut Hukum Islam, dalam tata kehidupan di dunia ini harus selalu 
terpelihara kepentingan antara individu-individu secara seimbang dalam 




lain, antara urusan perorangan dan urusan umum, antara urusan individu dan 
urusan bersama. Jika harus ditempuh dalam suatu hal antara kedua 
kepentingan itu, maka kepentingan umum wajib diutamakan.  
3. Prinsip Kemaslahatan  
Hukum Islam sangat mengutamakan kebaikan, kemanfaatan, 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, menjauhkan kemudaratan, 
kerusakan dan  kesulitan hidup. Kemaslahatan hidup manusia itu, baik selaku 
manusia individu maupun selaku anggota masyarakat, baik kemaslahatan 
ukhrawiyah maupun kemaslahatan duniawiyah adalah merupakan inti 
daripada prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Hukum Islam. Bahkan 
kemaslahatan manusia itulah yang menjadi tujuan pokok Hukum Islam. 
Tujuan pokok Hukum Islam ialah merealisir kemaslahatan hidup manusia, 
dan kemaslahatan ini meliputi tiga graduasi, yaitu (1) Kemaslahatan yang 
mesti adanya dalam hidup manusia, yang disebut dengan kemaslahatan  
dlaruriyat  yang terdiri dari kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, 
kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, dan kemaslahatan harta, (2) 
Kemaslahatan Hajiyat, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 
kebutuhan hidup manusia,  (3) Kemaslahatan  Tahsiniyat, yaitu kemaslahatan 
yang berkenaan dengan keindahan hidup.  




Hukum Islam selalu mengharapkan agar selalu terdapat rasa terpanggil 
pada diri individu-individu dalam masyarakat untuk ikut membantu, 
menolong, dan meringankan beban sesama individu dalam kehidupan 
bersama dalam masyarakat. Prinsip ini diharapkan terpencar dari hati nurani 
masing-masing individu secara murni, dan didorong oleh rasa kemanusiaan 
yang sejati, jauh dari motif pamrih dan tujuan materi. Dengan tertanam rasa 
kegotongroyongan dalam hati sanubari masing-masing individu, maka secara 
serta-merta tanpa diminta apabila terjadi sesuatu musibah dan bencana yang 
menimpa sesama manusia, untuk bersama-sama memikul dan mengangkat 
beban sosial dalam kehidupan bersama menurut bakat dan keahlian masing-
masing.  
5. Prinsip Keadilan 
Konsep keadilan hukum menurut Al-Quran dikemukaan bahwa Hai 
orang-orang yang beriman, hendaknya kamu jadi manusia yang lurus karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum 
menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa dan takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah 
sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Surah al-Maa‟idah ayat 8, an- 
Nisa ayat 133). Dalam hubungannya dengan keadilan hukum ini, ada tiga hal 




dari nilai-nilai moral yang pokok, (2) Keadilan hukum adalah suatu yang 
legal, lurus, sesuai dengan hukum yang diwahyukan. Tercakup dalam 
pengertian ini bahwa keadilan hukum adalah sama dengan kebenaran atau 
disebut  Ia justice est la justesse, (3) Di dalam pengertian keadilan hukum, 
terdapat konsep-konsep persamaan. Ketiga hal ini menggambarkan secara 





TINJAUAN TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN 
 PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN 
A. Pencemaran Lingkungan  
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan  
Dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dijelaskan pengertian pencemaran 
lingkungan hidup yiatu : “ masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi 
atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau hidup oleh kegiatan manusia 
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan”. 
Istilah pencemaran lingkungan ini digunakan untuk menerjemahkan istilah 
bahasa inggris ”polution” yang digunakan sebagai melukiskan kondisi alam yang 
lebih berat dari pengotoran belaka, seperti pakaian saudara yang kotor, dapat segera 
dicuci dan kemudian dapat digunakan lagi. Lain halnya dengan pakaian yang telah 
tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot 
dalam kegunaan dan nilainya,bahkan mengalami kerusakan, inilah perumpanaan 
betapah seriusnya masalah pencemaran lingkungan.
1
  
                                               
1 Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 




Pengertian pencemaran lingkungan menurut Danusaputro yang dikutip oleh 
Muhamad Erwin yaitu bahwa : 
“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi 
diintruduksikan  ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh 
proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan 
terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan 
lingkungan itu tdak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, 




Untuk pengertian perlindangan  dan pengelolaan linkungan hidup dijelaskan 
pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa : 
“Perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup daan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 
meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegak hukum.” 
 
Sasaran  pengelolaan lingkungan hidup adalah
3
 : 
a. Tercapainya keserasian keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan 
lingkungan hidup. 
b. Terwujudnya masyarakat Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 
memiliki sikap untuk membina dan melindungi lingkungan hidup. 
c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan 
                                               
2 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan 
Lingkungan Hidup, h. 34. 





d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup 
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 
f. Terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar 
wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 
2. Penyebab dan Unsur-Unsur Pencemaran Lingkungan 
Krisis lingkungan terjadi karena perilaku manusia dipengaruhi oleh cara 
pandang yang antroposentris. Perilaku manusia yang ekspoitatif dan destruktif dan 
tidak peduli terhadap alam, berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan 
kepentingan manusia.
4
 Setiap pencemar berasal dari suatu sumber tertentu. Sumber 
ini penting karena merupakan pilihan pertama untuk melenyapkan pencemar itu. 
Setelah pencemar ini dibebaskan oleh sumber kemudian sampai kepada penerima. 
Penerima inilah yang dipengaruhi oleh pencemar. Manusia sebagai penerima 
pencemar gas yang dikeluarkan oleh pabrik dan ikan menjadi penerima deterjen atau 
masuk racun yang masuk ke dalam perairan.
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Persoalan yang menyangkut lingkungan hidup misalnya  pencemaran 
lingkungan dapat terjadi akibat beberap penyebab yaitu :
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di Indonesia (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 13 
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a. Peristiwa Alam 
Peristiwa alam terjadinya secara alamiah, seperti longsor, gempa bumi, badai, 
petir, kebakaran hutan, banjir, letusan gunung berapi, dll. Peristiwa alam tersebut 
dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, banjir sebagai bencana yang 
sering terjadinya di Indonesia yang menyebabkan banyak korban jiwa dan harta 
benda, merusak pemukiman masyarakat, merusak lahan petanian,  yang semua itu 
mengakibatkan penderitaan masyarakat. 
b. Pertumbuhan penduduk yang pesat 
Munculnya masalah lingkungan dapat disebabkan oleh pertumbuhan 
penduduk yang sangat tinggi di suatu daerah atau negara. Pertumbuhan penduduk 
yang tidak terkendali menyebabkan masalah terkait penyediaan pemukiman 
penduduk. Sehingga munculnya beberapa dampak terhadap perusakan lingkungan 
seperti, penggunaan lahan tidak susuai dengan kelas kemampuan lahan. Pertumbuhan 
penduduk yang sangat tinggi biasanya berkaitan dengan kemiskinan, penduduk yang 
miskin biasanya memiliki pemukiman yang kumuh sehingga menimbulkan berbagai 
masalah lingkungan, misalnya sampah, air bersih, sanitasi dan lain sebagainya. 
c. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan 
Ekspoilitasi atau biasanya disebut dengan pemanfaatn sumber daya alam yang 
dilakukan secara kurang bijaksana dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan 




kegiatan pertambangan batu bara, emas, minyak bumi dll, yang mana ekspoilitasi 
tersebut dapat mengakibatkan perubahan alam, tanah longsor, genangan air yang 
tidak dikendaki, serta menggangu kehidupan satwa liar. Pengakutan bahan 
pertambangan tersebut mengakibatkan kerusakan jalan yang selanjutnyaakan 
mencemari tanah,  udara dan air. 
d. Industrialisasi 
Berbagai kegiatan idustri seperti semen, pupuk, kertas, minyak, dll bisa 
berpotensi mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam proses 
produksi, akan mengahasilkan produk sampingan yang biasa disebut dengan limbah, 
limbah inilah yang akan mencemari lingkungan hidup baik tanah, udara dan air.  
e. Transportasi 
Transportasi tidak akan terlepas dari aktivitas hari-hari manusia, baik 
transportasi darat, udara dan air. Setiap transportasi memerlukan bahan bakar dan 
perbengkelan untuk memperbaiki yang rusak. Namun hal tersebut dapat 
mengakibatkan masalah lingkungan. Transportasi udara dapat menyebabkan 
kebisingan, transportasi laut menyebabkan perairan tercemar akibat limbah cair yang 
dibuang bekas bahan bakar transportasi. Transportasi darat mengakibatkan 
pencemaran udara akibat gas karbon monoksida, sehingga menggangu kesehatan 









a. Memasukkan atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam lingkungan, yang menyebabkan berubahan susunan 
lingkungan hidup. Arti dari unsur ini yaitu berupa masuk atau dimasukkan zat 
pencemar, yang berarti baik kesengajaan maupun tidak memasukkan unsur 
pencemar atau komponen lainnya yang mungkin sangat berbaya bagi 
ekosistem atau lingkungan, yang menyebabkan tatanan lingkungan hidup 
berubah. 
b. Adanya perbuatan manusai atau proses alam.unsur ini dengan melihat faktor 
penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara 
pencemaran lingkungan yang disebabkan manusia,dan pencemaran 
lingkungan akibat proses alam. 
c. Turunya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dalam dirinya 
selalu memiliki pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan, 
penurunan ini ialah hal yang esensia, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak 
berdampak pada hidup masyarakat. 
                                               




d. Meyebabkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai 
dengan kegunaannya. Bahwa pencemaran lingkungan selalu dikaitkan dengan 
tata guna lingkungan. 
3. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Adapun asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut 
8
: 
a. Tanggung-jawab negara 
Asas tanggungjawab negara (state responcibility) adalah negara 
menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat 
bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi masa kini 
maupun masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas 
lingkungan hidup yang sehat dan aman serta negara mencegah 
dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Inti 
dari asas tanggung jawab negara adalah mencegah dilakukannya sumber 
daya alam yang merugikan negara dan yurisdiksi negara lain.
9
  
b. Kelestarian dan keberlanjutan 
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2012), h. 61-67 
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Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap 
orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 
mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan 
melakukan pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas 
lingkungan hidup. 
c. Keserasian dan keseimbangan 
Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa 
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek 
seperti kepentinggan sosial, ekonomi, budaya dan perlindungan serta 
pelestarian ekosistem. 
d. Keterpaduan 
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai 
unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 
 
e. Manfaat 
Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau 
perbuatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi 




kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 
lingkungannya. 
f. Kehati-hatian 
Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian 
mengenai dampak suatu usaha dan/atau tindakan karena keterbatasan 
pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 
untuk menunda tindakan meminimalisasi atau menghindari ancaman 
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
g. Keadilan 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup menngarikan keadilan secara proposional 
bagi setiap warga negera, baik lintas daerah, lintas gender, maupun lintas 
generasi. 
h. Ekoregion 
Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber 
daya alam, kondisi, ekosistem, geografis, budaya masyarakat setempat, 






i. Keanekaragaman hayati 
Yang dimaksud dengan asas keaneekaragaman hayati adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan 
upaya yang tepat untuk mempertahankan keragaman, keberadaan, dan 
keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya 
alam hewani dan sumber daya alam nabati yang bersama dengan unsur 
nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 
j. Pencemar membayar 
Yang dimaskud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap 
pelaku atau penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib 
menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
k. Partisipatif 
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota 
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengembalian 
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 







l. Kearifan lokal 
Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan nilai-nilai luhur 
yang berada dalam tata kehidupan masyarakat. 
m. Tata kelola pemerintahan yang baik 
Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 
partisipasi, efesiensi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. 
n.  Otonomi daerah 
Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah pemerintah dan 
pemerintah daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 
memperhatikan prinsip dan keamanan daerah dalam cakupan negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
B. Pelaku Pencemaran Lingkungan 
1. Pengertian Pelaku dalam Hukum Pidana 
Pelaku tindak Pidana dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
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a. Orang yang melakukan 
                                               





Dalam hal ini adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua 
unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Di samping itu dalam  kenyataan 
sehari-hari ada orang yang tidak berani secara langsung melakukan sendiri 
tindak pidana tetapi melibatkan orang lain untuk melakukannya, baik dengan 
cara membayar orang lain, maupun dengan cara mempengaruhinya ataupun 
dengan cara-cara lain sehingga orang lain itu melakukan apa yang 
dikehendakinya. 
Jika dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran sungai, hal ini 
dapat terjadi misalnya seorang karyawan suatu perusahaan menyuruh orang 
lain yang bukan  karyawan di perusahaan tersebut untuk melakukan sesuatu 
(misalnya membuka kran penutup aliran pembuangan limbah) yang dapat 
mencemarkan lingkungan sungai. Jadi dalam hal ini baik karyawan 
perusahaan maupun orang lain yang disuruh tersebut dapat dianggap sebagai 
pelaku dari perbuatan  pencemaran lingkungan sungai 
b. Orang yang menyuruh melakukan 
Dalam hal ini paling sedikit ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh 
melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Orang yang menyuruh 
melakukan tindak pidana itu tidak melakukan unsur-unsur dari sautu tindak 
pidana, akan tetapi orang yang disuruhlah yang melakukan unsur-unsur dari 




orang yang dikecualikan dari hukuman, mereka ini hanya dianggap sebagai 
alat semata (misal orang gila). Dengan demikian meskipun orang yang 
menyuruh  ini tidak melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi dialah yang 
dianggap sebagai pelaku dan yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan orang yang disuruhnya tersebut. 
Jika dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran sungai, hal yang 
seperti ini dapat terjadi misalnya seorang karyawan perusahaan menyuruh 
seseorang yang tidak sehat akalnya untuk melakuka sesuatu (misalnya 
membuka kran penutup air limbah) yang dapat mencemarkan lingkungan 
sungai. 
c. Orang yang turut (serta) melakukan 
Dalam hal ini juga paling sedikit harus ada dua orang secara bersama-
sama melakukan suatu tindak pidana. Mereka ini secara sadar bersama-sama 
melakukan tindak pidana. Dengan demikian mereka juga secara bersama-
sama dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan itu. 
Jika dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran sungai, hal yang 
seperti ini dapat terjadi misalnya seorang karyawan yang tidak dapat 
melakukan sesuatu misalnya untuk membuka kran penutup saluran 




dalam hal ini mereka secara sadar dan bersama-sama mebuka penutup aliran 
pembuangan limbah tersebut yang dapat mencemari lingkungan sungai. 
d. Orang yang membujuk melakukan 
Dalam hal ini paling sedikit juga harus ada dua orang, yaitu orang yang 
membujuk, yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak 
pidana dan orang yang dibujuk atau yang digerakkan untuk melakukan tindak 
pidana; dan kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan. 
Jika dihubungkan dengan tindak pidana pencemaran sungai, hal yang 
seperti ini dapat terjadi misalnya seorang direktur perusahaan atau seseorang 
lainnya yang mempunyai pengaruh di perusahaan tersebut membujuk atau 
menggerak karyawannya dengan janji akan memberikan upahatau kenaikkan 
gaji, agar karyawannya tersebut dapat melakukan sesuatu perbuatan 
(misalnya mengalirkan limbah perusahaan ke sungai) yang dapat mencemari 
lingkungan sungai. Dengan demikian baik yang membujuk maupun yang 
dibujuk dianggap sebagai pelaku pencemaran lingkungan sungai. 
C. Pengelolaan Sampah (3R) 
Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui pendekatan 




melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya, 3R adalah upaya meliputi kegiatan 
(reduce). Menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang (recycle)  
Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU No. 8 tahun 2008 tentang 
pengelolaan sampah pada Bab  I pasal 1 ayat 3 bahwa pengelolaan sampah 
merupakan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan yang terdiri dari kegiatan 
pengurangan dan penanganan. Proses pengurangan merupakan upaya untuk 
mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut dan diproses di tempat pemprosesan 
akhir sampah. Pendekatan pengelolaan sampah seyogyanya dilakukan melalui 
pendekatan berbasis 3R dan berbasis masyarakat, pengelolaan sampah secara terpadu 
dengan melaksanakan pengelolaan sejak dari sumbernya. 3R adalah upaya yang 
meliputi kegiatan mengurasi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur 
ulang sampah (recycle). 
Kegiatan pengurangan sampah dapat berupa pembatasan timbulan sampah, 
pendaur ulangan sampah, dna pemanfaatan kembali sampah, dimana proses 
pemilihan merupakan kegiatan penunjang pokok dari proses pendaur ulang. Kegiatan 
penanganan pemilihan sesuao dengan jenis dan sifatnya. Pengumpulan dari rumber 




Berbagai sistem daur ulang dapat diaplikasikan, karena komposisi smapah 
terbesar di kota-kota di Indonesia sebagian besar adalah sampah organik, maka 
diperkenalkan sistem pengomposan skala individual, komunal, kawasan, baik untuk 
daerah air tanah tinggi (daerah basah) maupun untuk air tanah rendah. Sedangkan 
untuk pemanfaatan kembali sampah baik organik maupun anorganik diperkenalkan 
contoh yang dapat diaplikasikan serta diperkenalkannya bank sampah. Untuk 
pengurangan sampah diperkenalkan teknik-teknik sederhana seperti mengurangi 
kemasan, kembali pada pembungkus yang dapat di terdegradasi, untuk itu 
pengelolaan sampah sistem 3R melalui pengumpulan, pemilahan, pengelolaan 
sampah oleh masyarakat harus digalakan. 
R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup 
konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan 
dan mencegah timbulan sampah. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah 
melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah, tanpa 
pengelolaan berarti menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi 
yang sama atau yang lain. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan 
rumah perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaaran pengolahan secara setempat 
menjadi produk baru. Pengelolaan sampah dengan pola 3R merupakan upaya untuk 




Upaya pengurangan sampah di sumber perlu didukung dengan pemberian 
insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan 3R, 
antara lain dalam bentuk pengurangan retribusi sampah, pemberian kupon pengganti 
kantong plastik, penghargaan tingkat kelurahan, dan lain-lain. Yang diawali dengan 
kesiapan pengelolaan sampah kota yang memadai. Dalam teknik operasional 
pengelolaan sampau mulai dari sampah sampah pemrosesan akhir, program 3R perlu 
dilaksankan semaksimal mungkin di sumber seperti dalam gambar 1. 
 






 Pengelolaan sampah B3 rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang 
berlaku 
 Kegiatan pemilahan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan 
pemindahan. 
 Kegiatan pemilahan dan daur ulang diutamakan / dioptimalkan di sumber. 
 




 Berdasarkan arus pergerakan sampah sejak dari sumber hingga menuju ke 
pemrosesan atau pembungan akhir, penanganan sampah dikaitkan dengan upaya 3R 
dan pengelolaan sampah sebuat kota dapat dibagi dalam 3 kelompok utama : 
 Penanganan sampah tingkat sumber 
 Penanganan sampah tingkat kawasan 
 Penanganan sampah tingkat kotas 
Aplikasi dari 3R di lapangan dapat dilakukan melalui pengelompokan dan 
pemilihan jenis sampah dan dilakukan pengolahan sesuai dengan jenis sampah, 










 R ke 1 (REDUCE) adalah upaya untuk mengurangi volume sampah sebelum 
dan sesudah diproduksi misalnya (i) memperbanyak teknik isi ulang (refill) air 
minum, tinta, dall sehingga mengurangi produksi tempatnya, (ii) memperbanyak 
pemakaian bungkus yang mudah terdegradasi seperti daun, kertas dan lain-lain (iii) 
membakar sampah kering (iv) menguarangi produksi kemasam, dan lain-lain. 
Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep produksi bersih yang arahnya 
pencegahan. Produsen barang maupun anggota keluarga dapat berpesan melakukan 
teknologi ini. Reduce ini merupakan upaya mengurangi timbulan sampah 
dilingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan 
dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu merubah kebiasaan boros dan 
menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah. 
 R ke 2 (RE-USE) adalah upaya untuk memakai kembali bahan atau material 
agar tidak menjadi sampah secara langsung tanpa mengolahnya terlebi dahulu, 
misalnya (i) ember bekas menjadi pot bunga, (ii) botol terbuat dari plastik atau gelas 
menjadi tempat bumbu, (iii) koran menjadi pembungkus, dan lain-lain. Anggota 
keluarga dapat berperan melakukan kegiatan ini. 
 R ke 3 (RECYCLE) adalah upaya memanfaatkan kembali sampah melalui 
daur ulang setelah melalui proses pengolahan tertentu, misalnya (i) sampah daur 




pring dan lain-lain, (iii) potongan plastik diolah menjadi ember, gayung, sandal dan 
lain-lain, (iv) lempengan kaleng diolah menjadi kaleng dan lain-lain. Pengumpulan 
bahan baku di sumbernya (on-site) dapat dilakukan oleh rumah tangga penghasil 
sampah sedangkan di luar sumbernya misalnya di tempat pengumpulan sampah 
sementara (TPSS) atau di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dapat dilakukan 
oleh pemulung atau pengelola sampah. Proses daur ulang dapat dilakukan oleh 
industri rumah tangga maupun industri manufaktur. 
 Dalam pendukungan penerapan 3R pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu 
tertentu. 
 Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan 
 Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan 
 Memfasiliatasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur ulang dan 
 Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang 
D. Sampah Elektronik 
Pengertian sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang 






 Secara sederhana, sampah merupakan materi, bahan 
maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan,baik itu merupakan sisa atau residu 
maupun buangan.
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 Secara kimiawi, sampah dibedakan atas sampah organik dan 
sampah anorganik. Sampah anorganik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, 
sedangkan sampah organik diuraikan oleh mikroorganisme.
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a. Sampah yang dengan mudah membusuk, contohnya sisa makanan. 
b. Sampah yang tidak mudah membusuk, terdiri atas yang mudah terbakar 
contonya, kertas dan kayu, sampah yang tidak mudah terbakar contohnya 
kaca, kaleng. 
c. Sampah bangkai binatang seperti kucing, anjing, tikus 
d. Sampah sejinis abu hasil  pembakaran, contohnya pembakaran batu bara, 
arang 
e. Sampah padat hasil produksi industri, contohnya potongan kaca, besi, kaleng. 
                                               
11 Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 
bab I, pasal 1, ayat (1). 
12 Ashabul Kahfi, “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah”, Jurisprudentie, vol. 4 no 1 
(Juni 2017), h. 15.  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3661/5487 
(Diakses Pada tanggal 16 September 2019). 
13 Damin Sumardjo, Pengantar Kimia (Jakarta, IKAPI, 2009), h. 633 




f. Sampah padat yang berserakan di jalanan, yang dibuang secara sembarang 
oleh masyarakat. 
Dampak dari perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya 
peningkatan sampah padat, yaitu adanya sampah elektronik (E-Waste).  Eloctronic 
Waste atau sampah elektronik adalah barang elektronik atau listrik yang sudah 
memasuki masa akhir pakai seperti Televisi, ponsel, Laptop, Kulkas dll.
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Balde dan kawan-kawan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sampah 
elotronik bahwa semua item dari peralatan listrik atau elektronik yang telah dibuang 
oleh pemiliknya dan tidak ada niat untuk digunakan kembali, barang elektronik yang 
hampir semua rumah tangga atau kegiatan  bisnis yang memiliki komponen listrik 




a. Peralatan pengatur suhu, atau biasa disebut dengan peralatan pendingin, 
misalnya lemari es, pendingin udara. 
b. Layar atau monitor. Barang elektronik termasuk televisi, laptop, notebook, 
tablet. 
                                               
15 Josua Jonny Hardianto Banjar Nahor, “Implikasi dan Pengelolaan Limbah Elektronik”, 
Buletin Utama Teknik, vol. 14 no. 2 (Januari 2019), h. 116 
http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/304/281 (Diakses pada tanggal 16 September 
2019) 
16 Balde, dkk., The Global E-Waste Monitor 2017, https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-
Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf  (Diakses pada 




c. Lampu. Peralatan termasuk lampu neon, lampu dengan intensitas debit tinggi. 
d. Peralatan elektronik yang besar, misalnya mesin cuci, kompor listrik, mesin 
fotocopy. 
e. Peralatan elektronik yang kecil,misalnya penyedot debu, microwave, radio, 
kalkulator, timbangan elektrik, kamera, 
f. Peralatan IT yang berhungan dengan telekomonikasi, misalnya ponsel, GPS. 
Sampah  elektronik belum disadari begitu bahayanya oleh pemerintah dan 
masyarakat, padahal sampah elektronik sangat berbahaya bagi kondisi lingkungan 
dan manusia apabila salah dalam pengelolaannya. Regulasi yang mengatur persolan 
sampah elotronik dari tahun ketahun mengalami perubahan. Peraturan secara khusus 
tidak  membahas sampah elektronik namun mengklasifikasiaknnya dalam sampah 
spesifik yaitu sebagai Bahan berbaya dan beracun (B3).
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Menurut Konvensi Basel Annex Ke-delapan,  sampah elektronik di 
klasifikasikan sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3) atau hazardous waste jika 
memiliki unsur-unsur yang dijelaskan dalam Annex VIII, sampah elektronik 
memiliki dampak negative pada atmosfer, litosfer, biosfer, dan hidrosfer.
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17 Riza Fadhal Pasha dan Rini Rachmawati, “Identifikasi Karakteristik sampah Elektronik (E-
Waste) dan Implikasinya pada Kebijakan Daerah di Kota Yogyakarta”, Jurnal Bumi Indonesia,vol. 4, 
no 1 (2015),  http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/304/281 (Diakses pada tanggal 16 
September 2019). 





Sampah Elektronik sampai saat ini belum diatur dalam peraturan secara 
spesefik padahal dampah dari sampah elektronik sangat berbahaya bagi lingkungan. 
Sampah Elektronik saat ini masih dalam peraturan digolongkan dalam Bahan 
beracun dan Berbahaya  (B3),  untuk menanganan sampah elektronik haruslah 
memerlukan kebijakan dan peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik. Adapun  
rancangan e-waste berisi tentang:
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a. Klasifikasi antara e-waste dengan alat elektronik bekas 
b. Sistem pengelolaan melalui : 
1) Extended Producser Responsibility (EPR) 
2) Partisipasi pemerintah melalui dati tingkat nasional, propinsi hingga 
daerah 
3) Anggaran dana 
4) Program 3R, yaitu Reuse, Recycle, dan Recorvery 
Bahan berbahaya dan beracun (B3) memiliki pengertian yiatu : zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya,baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 
                                               
19 Ayu Nindyapuspa dan Yulinah Trihadiningrum, “Kajian Tentang Pengelolaan Limbah 




kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
20
. Dalam sampah elektronik 
secara umum  memiliki sifat berbahaya dan beracun seperti, merkuri, timbal, arsenik, 
bromin dll. Jenis- jenis logam tersebut sangatlah berbahaya walaupun dalam jumlah 




Limbah B3 dibedakan dalam tiga jenis, ialah:
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a. Limbah B3 bersumber tidak spesifik, yaitu limbah yang tidak berasal dari 
proses utamanya, namun berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, 
pengemasan, pelarutan kerak, dll 
b. Limbah B3 bersumber spesifik, yaitu limbah sisa kegiatan suatu industri atau 
kegiatan tertentu.            
c. Limbah B3 berasal dari bahan kimia kadaluarsa, sisa kemasan dan produk 
bungan yang tidak memenuhi kreteria, yaitu limbah yang tidak dapat 
dimanfaatkan kembali 
                                               
20 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, bab I, pasal 1, ayat, 21. 
21 Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungan dengan Toksikologi Senyawa 
Logam (Jakarta: UI Press, 2001), h. 130.                                                                            





PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU 
PENCEMARAN LINGKUNGAN 
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Akibat Pencemaran Sampah 
Elektronik  
Di dalam pasal – pasal KUHP dan perundang – undangan pidana lainnya, 
tidak ditemukan unsur tindak pidana yang seragam. Masing – masing pasal 
mengandung unsur yang berdeda – beda, bahkan banyak pasal yang hanya 
menyebutkan kualifikasi tindak pidana.
1
 Walaupun unsur-unsur tindak pidana 
berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur – unsur yang sama, yaitu : 
1. Perbuatan / kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif) 
2. Akibat (khusus untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materil) 
3. Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas 
legalitas; dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam); dan 
4. Tidak adanya dasar pembenar.2  
Berdasarkan rumusan Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009, maka unsur-unsur 
tindak pidana lingkungan meliputi : 
                                               
1 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), h. 
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1. Setiap orang 
2. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya 
3. Melakukan perbuatan 
4. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
Mengenai unsur setiap orang dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan 
dengan terminologi barang siapa. Dalam kepustakaan ilmu hukum, baik barang siapa 
maupun setiap orang lazimnya yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum, 
yang meliputi orang pribadi dan badan hukum. Demikian pula pengertian setiap 
orang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH-2009, bahwa setiap orang 




Unsur dengan sengaja atau karena kelalaian sebagai unsur delik lingkungan, 
berkaitan dengan niat atau sikap batin (mens rea) dari pelaku delik itu. Karena itu, 
pembuktiannya memerlukan ilmu dan keterampilan tersendiri. 
Berdasarkan doktrin, perbuatan hukum dibedakan dalam wedrrechtelijk 
formeel yakni apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang, dan wederrechtelijk materieel yakni sesuatu perbuatan melawan 
                                               
3 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif  Global  dan Nasional (Cet. III; Jakarta: 




hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang.
4
  Dalam praktik, umumnya perbuatan melawan hukum adalah 
melanggar undang-undang. Kasus lingkungan merupakan kasus yang cukup sulit 
pembuktiannya, sehingga dalam hal tertentu perlu keberanian hakim untuk 
memperluas pengertian melawan hukum ini tidak sekedar melawan undang-undang, 
tetapi juga melawan kepatutan seperti yang pernah diputuskan Hoge Raad Belanda 
pada 26 Januari 1912.
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Mengenai unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam 
undang-undang sebelumnya dirumuskan unsur akibat berupa pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan. Implikasi hukum kedua ketentuan ini sebenarnya sama, 
karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak lain adalah dilampauinya 
baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan.
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Unsur-unsur tindak pidana lingkungan sebagai delik formal yang dirumuskan 
dalam Pasal 100-111, 113-115 UUPPLH-2009 adalah : 
1. Setiap orang; 
                                               
4 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 140. 
5 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban (Jakarta; UKI Press, 2006), h. 17. 





2. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu 
gangguan; 
3. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media 
lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang 
atau izin lingkungan; 
4. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 
5. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; 
6. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa 
izin. 
7. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah indonesia; 
8. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke 
dalam wilayah Indonesia; 
9. Melakukan pembakaran lahan; 
10. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; 
11. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 
12. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan amdal atau 
UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; 
13. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 




diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang 
berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
14. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah; dan/atau 
15. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas 
pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil. 
Sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut maka 
terjadi potensi peningkatan sampah padat jenis baru yang tidak terkendali. Sampah 
padat jenis baru tersebut berupa barang-barang elektronik yang sudah tidak dapat 
dimanfaatkan lagi dan atau sudah habis masa pakai atau dikenal dengan istilah 
elektronik waste (e-Waste) atau sampah elektronik.
7
. E-Waste = Electronic waste 




Menurut konvensi Basel Annex VIII, sampah elektronik dikategorikan 
sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3) atau hazardous waste apabila memiliki 
karakteristiknya seperti yang di sebutkan dalam Annex III. Sampah elektronik 
memilki dampak buruk pada atmosfer, hidrosfer, litosfer dan biosfer. Pemanasan 
                                               
7 Doubzer, E-Waste Management in Germany (Germany, Bonn : Operating unit SCYCLEUN 
Campus, 2011). 




Cyber berkontribusi pada peningkatan pemanasan global. Itu menyebabkan 
pemanasan bumi, sekitar 2 % dari CO2 yang dipancarkan di atmosfer berasal dari 
teknologi informasi dan industri komputer. Tempat pembuangan akhir bisa menjadi 
bom beracun dalam jangka panjang. E-Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan 
sampah akan tercuci ketika ada curah hujan. Lindi mengandung logam berat dan zat 
beracun lainnya yang dapat mencemari sumber daya tanah dan air. Racun akan 
mencemari tanah dan dapat mencapai air tanah dan juga mencemari air tanah. 
Bahkan tempat pembuangan sampah canggih yang disegel untuk mencegah racun 
memasuki tanah tidak sepenuhnya ketat dalam jangka panjang. Tempat pembuangan 
akhir yang lebih tua dan tempat pembuangan yang tidak terkontrol menimbulkan 
bahaya yang jauh lebih besar dari pelepasan emisi berbahaya dan mereka dapat 
berubah menjadi bom beracun karena kelebihan emisi CO2 dalam jangka panjang 
menjadi kelebihan muatan. Metana yang merupakan gas Pemanasan Global lainnya 
juga dihasilkan dari tempat pembuangan akhir.
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Selain berbahaya untuk lingkungan, sampah elektronik yang tidak dikelola 
dengan baik, juga dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tubuh manusia seperti 
pada tabel berikut ini : 
                                               
9 Josua Jonny Hardianto Banjar Nahor, “Implikasi dan Pengelolaan Limbah Elektronik”, 
Buletin Utama Teknik, vol. 14 no. 2 (Januari 2019), h. 117 











Unsur Dampak Serius 




casing cable, PCB 
Kanker, berdampak sistem 
kekebalan tubuh, sistem 
reproduksi, sistem saraf, sistem 
endoktrin 
2 Plastik Polivinil Klorida Hasil pelepasan klorin yang 
mengubah menjadi dioksin dan 
furan, merupakan zat kimia 
yang berbahaya 
3 Kabel rumah dari 
bahan terisolasi 
lapisan plastik 
Bromin Sistem kekebalan tubuh 
4 CFC Unit pendingin, 
insulasi busa lead. 
Emisi zat beracun 





Sistem syaraf, ginjal dan paru-
paru 
6 Lampu Flourescent 
lamps yang pada 
pencahayaan latar 
LCD 
Merkuri Jantung, hati dan otot syaraf 











8 Baterai Komputer PCB Ginjal dan hati 
9 Gallium arsenide 
dalam light emittinf 
diode (LED) 
Arsenikum Peradangan pada urat dan 
ginjal 
10 Kondeser dan LCD Zat beracun 
organik 
Iritasi mata 
Sumber data : Khozinatus Sadah, dkk. Model baru dalam penanganan Limbah 
Elektronik di Indonesia berbasis integrasi seni. 
 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, komponen sampah elektronik jika tidak 
dikelola dengan baik, dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya komponen 
kapasitor atau transformator yang memilki unsur brominated flame reterdent casing 
cable dapat menimbulkan penyakit kanker, turunnya kekebalan tubuh, sistem 
reproduksi, sistem saraf, dan sistem endoktrin. 
Sampah Elektronik sampai saat ini belum diatur dalam peraturan secara 
spesefik padahal dampak dari sampah elektronik sangat berbahaya bagi lingkungan. 
Sampah Elektronik saat ini masih dalam peraturan digolongkan dalam Bahan 
beracun dan Berbahaya  (B3),  untuk menanganan sampah elektronik haruslah 
memerlukan kebijakan dan peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik. 
Dalam kaitannya dengan konvensi Basel, Indonesia menerapkan larangan 
impor limbah B3 dan sampah elektronik yang masih terbatas hanya terhadap sampah 




dalam Pasal 1 Angka (20) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah No. 
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, sampah elektronik tergolong 
sebagai limbah bahaya dan beracun (B3). Karenanya pengaturan dan pengelolaan 
sampah elektronik mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang limbah B3.
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Dalam pelaksanaannya, tidak semua pengelolaan sampah elektronik 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. 
Pada tahun 2010, terjadi kasus impor ilegal 10 kontainer yang memuat televisi 
tabung dan monitor bekas ke Indonesia yang berasal dari Amerika Serikat. 
Kemudian pada 20 Januari 2012, terjadi impor ilegal 20 kontainer berisi limbah B3 
dan timbunan sampah elektronik yang berasal dari Negara Eropa. Sementara pada 
tahun 2011, terjadi penimbunan sampah elektronik di sebuah kawasan rawa dengan 
vegetasi di Keturahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam. 
Pemerintah RI telah melarang impor limbah B3. Larangan impor limbah B3 
tersebut tentunya juga berlaku terhadap sampah elektronik. Larangan impor limbah 
B3 tersebut terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa 
setiap orang dilarang memasuukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara kesatuan RI. 
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Larangan impor limbah B3 juga diatur lebih dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Beracun dan Berbahaya yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan 
impor limbah B3. 
Kegiatan penimbunan sampah elektronik ilegal di Kelurahan Tanjung 
Uncang, Kecamatan Batu aji, Batam tersebut tidak sesuai dengan Pasal 60 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
hidup yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah 
dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin menteru, gubernur atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangan. 
Kasus impor sampah elektronik dan penimbunan sampah elekronik ilegeal di 
Tanjung Uncang menjadi indikasi bahwa kesadaran akan penerapan peraturan 
pengelolaan sampah elektronik berdasarkan regulasi yang ada masih sangat lemah. 
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Dari kasus- kasus yang dijelaskan diatas maka Bentuk-bentuk pelanggaran 
pengelolaan sampah Elektronik yaitu: 
1. Pembakaran di ruang terbuka 
2. Penumpukan   
3. Penimbunan 
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4. Pembuangan komponen B3 ke lingkungan 
5. Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan 
6. Penjualan komponen berbahaya 
Pelanggaran terhadap larangan-larangan pengelolaan sampah elektronik 
tersebut diatas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam Bab XV 
Ketentuan pidana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut : 
Pasal 98 ayat (1) 
 Setiap orang; 
 Dengan sengaja; 
 Melakukan perbuatan mengakibatkan; 
 Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, 
atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; 
 Dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materiil 
artinya haruslah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari perbuatan 




pelanggaran terhadap pasal tersebut. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus 
dibuktikan apakah ada unsur akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk memastikan 
telah dilampauinta baku mutu udara ambien, baku air, baku mutu air laut atau kriteria 
baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. 
Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku 
mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar 
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai 
unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai tolak ukur untuk 
mengetahui apakah telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. 
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Salah satu 
Unsur pencemar terdapat pada komponen sampah elektronik yaitu timbal, bromin, 
kadium, arsenikum. Unsur pencemar tersebut apabila terurai dengan lingkungan 
dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan 
hidup. 
Pasal 98 ayat (2) 
 Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 
 Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia; 
                                               





 Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah) dan paling banyak  Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) 
Rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (2) sama dengan yang 
dirumuskan dalam ayat (1), hanya saja ada unsur tambahan yakni unsur 
mengakibatkan luka dan/atau kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat artinya 
apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja 
mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka pelaku diancam pidana yang 
lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1). 
Pasal 98 ayat (3) 
 Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
 Mengakibatkan  
 Orang luka berat atau mati; 
 Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
Sama halnya dengan rumusan tindak pidana lingkungan dalam ayat (1) dan 
ayat (2). Pada ayat (3) ini, unsur tambahan adalah korban dari pencemaran dan/atau 




sehingga apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan 
dengan sengaja mengakibatkan luka berat atau kematian, maka pelaku diancam 
pidana lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2). 
Pasal 102 
 Setiap orang; 
 Melakukan pengelolaan limbah B3; 
 Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4); 
 Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dana paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
Tindak pidana lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 102 tersebut 
dirumuskan secara formiil, artinya tindak pidana lingkungan telah terwujud apabila 
pelaku melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pejabat yang berwenang.  
Pengelolaan sampah elektronik tanpa izin dapat juga dipidana dengan pasal 102 
tersebut, sebab pengelolaan sampah elektronik merupakan pengelolaan limbah B3. 
Pengelolaan sampah elektronik tanpa izin tentu memiliki proseduran yang tidak 
sesuai dengan standar sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 





 Setiap orang; 
 Menghasilkan limbah B3; 
 Tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 59; 
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
Apabila usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah B3 dan/atau sampah 
elektronik dan tidak dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, maka telah terwujud 
tindak pidana lingkungan. 
Pasal 104 
 Setiap orang; 
 Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup; 
 Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60; 
 Dipidana dengan pidana penjam paling  lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
Apabila setiap orang melakukan dumping limbah termasuk sampah 
elektronik tanpa izin, maka telah terwujudnya tindak pidana lingkungan. Pasal 60 




lingkungan tanpa izin. Dimaksud dengan dumping (pembuangan) adalah kegiatan 
membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam 
jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media 
lingkungan hidup tertentu. Melakukan dumping sampah elektronik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia. 
Pasal 106 
 Setiap orang; 
 Memasukkan limbah B3; 
 Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d; 
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lim belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, apabila setiap orang melakukan 
impor limbah B3 termasuk sampah elektronik ke dalam Wilayah Negara Kesatuan 




kasus impor ilegal sampah elektronik terjadi di Kelurahan Tanjung unjang, Batam, 
sehingga dakwaan kasus tersebut menggunakan Pasal 106. 
Dari penjelasan Pasal – pasal yang dapat diancam pidana pencemaran akibat 
sampah elektronik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dapat dilihat rumusan dan unsur dari 
setiap pasal memiliki perbedaan, misalnya dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH-2009 
memiliki unsur pasal setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup dipidana penjara dan 
denda.  lain halnya dalam rumusan pasal 98 ayat (2) memiliki unsur tambahan yakni 
unsur mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Unsur ini menjadi 
pemberat, artinya apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang 
dilakukan secara sengaja mengakibatkan luka dan/atau bahaya kematian, maka 
pelaku diancam pidana yang lebih berat daripada ancaman pidana dalam ayat (1). 
Suatu perbuatan dapat diancam tindak pidana lingkungan akibat sampah 
elektronik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Setiap orang, baik orang perorangan atau badan hukum. 
b. Melawan hukum di bidang lingkungan hidup : 
1) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan 




2) Karena kealpaan dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan. 
3) Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja 
membuang zat, energi dan/atau komponen yang berbahaya dan beracun 
yaitu sampah elektronik masuk dan/atau kedalam tanah (Penumpukan 
dan penimbunan sampah elektronik), ke dalam udara (pembakaran 
sampah elektronik di ruang terbuka), atau kedalam air (dumping sampah 
elektronik tanpa izin), melakukan impor dan ekspor sampah elektronik 
yang dilarang oleh undang-undang atau ilegal, penjualan komponen 
berbahaya dari sampah elektronik, menjalakan pengelolaan sampah 
elektronik yang berbahaya atau tanpa izin, padahal mengetahui atau 
menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. 
B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku 
Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik. 
Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan 
sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain. Dengan alasan 




dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif. 
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Dalam spektrum 
penegakan hukum pidana lingkungan bagi upaya pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan, substansi pemidanaan (pemberian/penjatuhan/penerapan 
sanksi pidana) merupakan reaksi atas pidana lingkungan yang mengandung suatu 
tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 




Menurut Muladi dan Barda Nawawi, bahwa tujuan utama yang hendak 
dicapai dalam pemidanaan atau pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana 
lingkungan adalah; pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan 
kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah 
atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak 
bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.
15
 
 Sanksi pidana lingkungan hidup perlu adanya pengembangan terhadap 
penanfsiran sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dan juga kepada penanggung 
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akibat tindak pidana. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dirinci sebagai 
berikut :
16
   
1. Orang perorangan 
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup tidak 
dapat terlepad dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan yang mutakhir berkenaan dengan lingkungan hidup 
adalah UUPPLH, kalimat ini menunjukkan kepada subjek yang dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana Pasal 1 angka (32) adalah “setiap orang”. 
Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi. 
Untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana badan hukum dalam tundak 
pidana lingkungan hidup, menurut Muladi perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :
17
 
a) Korporasi mencakup, baik badan hukum (legak entity) maupun non badan 
hukum seperti organisasi dan sebagainya. 
b) Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan dapat pula 
bersifat publik (public entity). 
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c) Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam 
bentuk organisasi, maka orang alamiah (mangers, agent, employees) dan 
korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
(bipunishment provisin). 
d) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang 
dinamakan breach of a statutory or regulatory provisin. 
e) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-
orang yang bertanggungjawab dalam badan hukum tersebut berhasil 
diidentifikasi, dituntut dan dipidana. 
f) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada 
korporasi, kecuali pidanan mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu 
dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan 
“corporate death penalty” atau “corporate imprisonmenty”, yang 
mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang-
bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkang-
lingkah korporasi dalam berusaha. 
g) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan 
perorangan. 
h) Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan 




para pengurus (corporate executive officers) yang memiliki kekuasaan untuk 
memutuskan (power of decicion) dan keputusan tersebut telah diterima oleh 
korporasi tersebut. 




2. Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus 
3. Hakim dapat menunjuk pengurus tertentu 
Dalam UUPPLH-2009, tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam Pasal 
116,117,118, dan Pasal 119.  
Pasal 116 
1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama 
badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada (a) badan 
usaha dan/atau (b) orang yang memberu perintah untuk melakukan tindak 
pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam 
tindak pidana tersebut; 
2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan 
hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana 
                                               





dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana 
tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri 
atau bersama-sama. 
Ketentuan pidana dalam Pasal 116, mempertegas bahwa dalam tindak pidana 
lingkungan dikenal adanya pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau 
pihak yang menjadi pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang telah memberi 
perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dalam 
hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, maka 
sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pimpinan atau 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
Pasal 117 
 Jika tuntutan pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pimpinan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman 
pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 
sepertiga. 
Pasal 118 
 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus 
yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan 





 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap 
badan usaha dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertip berupa : 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. Perbaikan akibat tindak pidana; 
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; 
e. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. 
Pengenaan pidana tambahan kepada badan usaha sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 119, dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pidana tambahan ini tentu tidak dapay 
dikenakan secara sendiri, akan tetapi harus mengikuti penjatuhan pidana pokok. 
Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana tambahan karena 
pidana tambahan ini bersifat mengikuti adanya pidana pokok. 
Setelah penjelasan mengenai subjek hukum atau pelaku pidana lingkungan 
diterangkan. Maka, ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan 
akibat sampah elektronik diformulasikan sebagai berikut : 
1. Delik Materil 
a. Kesengajaan (Pasal 98 ayat (1)) 




 Denda : minimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
b. Kesengajaan dan mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan 
manusia. (Pasal 98 ayat (2)) 
 Penjara : minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 12 (duabelas) 
tahun. 
 Denda : minimum Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah). 
c. Kesengajaan dan mengakibatkan luka berat dan/atau mati (Pasal 98 ayat 
(3)) 
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) 
tahun. 
 Denda : minimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
maksimum Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 
d. Kealpaan (Pasal 99 ayat (1)) 
 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun. 
 Denda : maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 




e. Kealpaan dan mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia 
(Pasal 99 ayat(2)) 
 Penjara : minimum 2 (dua) tahun dan maksimum 6 (enam) tahun. 
 Denda : minimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
f. Kealpaan dan mengakibatkan luka berat dan/atau mati (Pasal 99 ayat (3)) 
 Penjara : minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 6 (enam) tahun. 
 Denda : minimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) 
2. Delik Formil 
a. Kesengajaan (Pasal 100 ayat (3)) 
 Penjara : maksimum 3 (tiga) tahun. 
 Denda : maksiumum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
b. Tanpa izin melakukan pengelolaan limbah B3 (Pasal 102) 
 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga tahun) 
 Denda : minimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 





 Penjara : minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun 
 Denda : minimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
d. Melukukan dumping (pembungan) limbah ke media lingkungan hidup 
(Pasal 104) 
 Penjara : maksimum 3 (tiga) tahun 
 Denda : maksimum Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
e. Memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia (Pasal 106) 
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) 
tahun. 
 Denda : manimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
maksimum Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 
f. Memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut perundang-undang ke 
wilayah Indonesia (Pasal 107) 
 Penjara : minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) 
tahun 
 Denda : minimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 




Penerapan sanski (ancaman) pidana penjara dan denda tersebut bersifat 
kumulasi, bukan bersifat alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi 
pidana penjara dan denda, bukan salah satu diantaranya. Bahkan menurut Pasal 117 
UUPPLH-2009 maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman 
pidana yang dijatuhkan berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.
19
 
                                               
19 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif  Global  dan Nasional (Cet. III; Jakarta: 







1. Perumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran 
lingkungan sampah elektronik, sampai saat ini belum diatur dalam peraturan 
secara spesefik padahal dampak dari sampah elektronik sangat berbahaya 
bagi lingkungan hidup. Sampah Elektronik, dalam peraturan perundang-
undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan hidup, digolongkan dalam Bahan beracun dan Berbahaya  (B3),  
untuk menanganan sampah elektronik haruslah memerlukan kebijakan dan 
peraturan pengelolaan e-waste secara spesifik. 
2. Ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan akibat sampah 
elektronik masih digolongkan dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 
lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3), meliputi sanksi pidana 
penjara, denda dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda 





B. Implikasi Penelitian 
1. Hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai peraturan yang spesifik 
mengenai prosedur pengelolaan sampah elektronik, sistem pengelolaan 
sampah elektronik di Indonesia masih menggunakan cara konvensional dan 
tidak ramah bagi lingkungan hidup, sehingga dapat mencemari dan 
membahayakan lingkungan serta kesehatan manusia. Maka Indonesia 
memerlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai pengelolaan sampah 
elektronik untuk mengindari terjadinya pencemaran lingkungan, mengingat 
indonesia sering terjadi tindak pidana lingkungan. 
2. Perlunya pembahasan rancangan undang-undang mengenai pengelolaan 
sampah elektronik, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Kemudian, dalam rancangan undang-undang tersebut perlu 
membahas mengenai ketentuan pidana, dengan ancaman sanksi pidana 
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